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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji Ratio legis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah 

Tentang mekanisme kompensasi bagi warga terdampak zonasi Ruang Terbuka 

Hijau dan apa ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Kompensasi warga tedampak Zonasi Ruang Terbuka Hijau di kota Surabaya. Akar 

pemasalahan ini muncul ketika diberlakukan Undang Undang Cipta Kerja no. 11 

tahun 2020 diganti dengan Peraturan Pengganti Undang Undang (PERPPU) no. 2 

tahun 2022 kemudian disahkan oleh menjadi Undang Undang no. 6 tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Melalui PP No. 16 

Tahun 2021 mengatur mekanisme Persetuan Bangunan Gedung sebagai instrumen 

kontrol pembangunan bangunan. Namun, Pasal 263 hanya mengatur dasar 

penolakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) jika tidak sesuai tata ruang, tanpa 

membuka ruang keberatan atau kompensasi bagi pemilik tanah yang lahannya 

terkena penetapan zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Peneltian ini menggunakan 

metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang 

Undangan (Statuta Approach) dan Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) 

sebagai bagian dari analisis hirarki peraturan yang relevan mulai dari Undang- 

Undang dasar 1945 sampai dengan turunan dibawahnya. 

Dalam kajian ini penulis mengangkat beberapa peristiwa hukum di kota Surabaya 

yang sering terjadi dalam upaya memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

terbentur Zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penolakan permohonan 

Perizinan Bangunan Gedung, Banyak meninggalkan masalah yang berpotensi 

adanya gugatan warga masyarakat kepada Pemerintah Kota Surabaya. Dalam hal 

penulis mencoba menguraikan permasalahan yang terjadi mulai dari awal 

ditetapkan atau diploting sebuah kawasan atau peruntukan, Sampai dasar hukum 

apa yang dipakai dalam suatu peristiwa Hukum, yang menjadi dasar penolakan 

Permohonan bagi warga yang terdampak zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan 

kekosongan hukum (Legal Vacuum) yang menjadi peraturan pelaksananya. 

Sebuah ke niscayaan bagi mahasiswa Ilmu Hukum dan warga masyarakat untuk 

mengetahui dan memahami langkah langkah dan upaya hukum apa yang bisa di 

tempuh untuk memperoleh kepastian hukum bagi warga terdampak zonasi Ruang 

Terbuka Hijau. 

Kata Kunci: Ratio legis, Peruntukan Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, 

Kompensasi warga terdampak Ruang Terbuka Hijau, Perizinan Perencanaan 

Bangunan Gedung (PBG), Perizinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 
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ABSTRACT 

This study examines the Ratio legis Urgency of Establishing a Regional Regulation 

Concerning Compensation Mechanisms for Residents Affected by Green Open 

Space Zoning and the scope of the Draft Regional Regulation Concerning 

Compensation for Residents Affected by Green Open Space Zoning in the City of 

Surabaya. The root of this problem arose when the Job Creation Law No. 11 of 2020 

was enacted, replaced by Regulation in Lieu of Law (PERPPU) No. 2 of 2022, 

which was then ratified by Law No. 6 of 2023 Concerning the Stipulation of 

Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 Concerning Job Creation into 

Law. Through PP No. 16 of 2021, the Building Construction Approval mechanism 

is regulated as an instrument for controlling building construction. However, 

Article 263 only regulates the basis for rejecting a Building Construction Approval 

(PBG) if it does not comply with spatial planning, without opening up room for 

objections or compensation for landowners whose land is affected by the Green 

Open Space (RTH) zoning determination. This research uses the Normative 

Juridical research method with the Statutory Regulation approach (Statute 

Approach) and the Conceptual Approach as part of the analysis of the hierarchy of 

relevant regulations starting from the 1945 Constitution to its derivatives. 

In this study, the author raises several legal events in the city of Surabaya that often 

occur in efforts to obtain Building Approval (PBG) which is hampered by Green 

Open Space (RTH) Zoning through the rejection of Building Permit applications, 

Many leave problems that have the potential for lawsuits from residents to the 

Surabaya City Government. In this case, the author tries to describe the problems 

that occur from the beginning of the determination or plotting of an area or 

designation, to what legal basis is used in a legal event, which is the basis for the 

rejection of applications for residents affected by Green Open Space (RTH) zoning 

and the legal vacuum that becomes the implementing regulations.  

It is imperative for law students and members of the public to know and understand 

what legal steps and efforts can be taken to obtain legal certainty for residents 

affected by Green Open Space zoning. 

Keywords: Legis ratio, Spatial Planning Allocation, Green Open Space, 

Compensation for residents affected by Green Open Space, Building Planning 

Permit (PBG), Building Construction Permit (IMB).  
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